WALIKOTA TO9MOHON

PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON

NOMOR 3 TAHPN 2017

TENTANG !
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERB TAN DAN PENANDATANG'ANAN

PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA'ESA . .|

w D WALIKOTA TOMOHON, A

Menimbang bahwa berdasarkan kete tuan Pasal 39 ayat (3) lerat ran

Pemerintah Republik In‘ onesia Nomor 18 ‘.Tahlzm |~016
tentang Perangkat Daerah, perlu menetap~ Peratrran
Walikota Tomohon te tang Pelimpahan Ke{enangan
Penerbitan dan Penan atanganan Perizinan dan Non
Perizinan Dalam  Ran Penyelenggaraan P‘iela anan
Perizinan Terpadu Satu 1tu. |
Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun ?003 tentang
Pembentukan Kabupa en Minahasa Selatan clan Kota
D Tomohon di Propinsi ulawesi Utara (Leﬁbaraf‘l -N‘Fgara

t Republik Indonesia T un 2003 Nomor 30, ~ambfh.han
Lembaran Negara Repu lik Indonesia Nomor ~273); T

2. Undang-Undang No or 25 Tahun 20071 te tang
Penanaman Modal (Le baran Negara Republik Indohesia
Tahun 2007 Nomo 67, Tambahan Lell}barah NJgara
Republik Indonesia No , or 4724);

3. Undang-Undang .No or 14 Tahun 2'008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran N~garafRephblik
Indonesia Tahun 200 Nomor 61, Tambahan |lemJaran
Negara Republik Indo esia Nomor4846};

4. Undang-Undang N0m0123 Tahun 2009 ten~g

) ) ) elay1 an
Publik (Lembaran Negla Republik Indonesifi Tahun™ {009

Nomor 112, Tamb~an lembaran Negara Rep blik ~
L |

I
'
[T




10.

11.

. Undang-Undang Nmtlor 23  Tahun 2014 Ten ang

Indonesia Nomor 5038);

Pemerintahan DaerJ (Lembaran Negara  Repjblik

Indonesia Tahun 2014iN0m0r 244, Tambahan 'L‘emh1.an

Negara Republiklndon~§ia Nomor 5587) seba~aim.‘Jna tFlah
diubah beberapa kali' terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 201‘~ tentang perubahan':,': ke(iua |r=
Undang-Undang Nonjor 23 Tahun 2014, l tentang
Pemerintahan Daerah inenjadi Undang-Undang (rlmbk-an
Negara Rep:ubik Indtnesia Tahun 2015 No~or 58,
Tambahan Lembaran I'egafa Republik Indonesik Noma~
5679) ; \

Peraturan Pemerintah Nomor~ 65 Tahun [9-0S. tentang

Pedoman Penyusun ' Standar Pelayaﬂan ~ |'_M'nimal
(Lembaran Negara Rep 'blik Indonesia Tahun 20Qr5 Nomor
150, Tambahan ri-égara Republik -§|/;d-0n.esia
Nomor4585); |

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran  Negara ﬁRep‘ublik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan LemlJaran

|
Negara Republik Indon sia Nomor 5887); ]

. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 20091 tentang

Pelayanan Terpadu S tu Pintu Di Bidang P~nanJman
Modal;

Peraturan Menteri D Negeri Nomor 24 Tahun 2006

tentang Pedoman yelenggaraan Pelayanan& Terpadu -

Satu Pintu;

Peraturan Menteri Negeri Nomor 20 Tal‘lun 008
Klrja | Unit

Pelayanan Perizinan Te adu di Daerah;

Peraturan Bersama Me teri Dalam Negeri, Menteri Hukum
dan Hak Azasi Manu ia, Menteri Perdagangan!, MInteri
Tenaga Kerja dan ansmigrasi, dan ~epal~ Jadan
Penanaman Modal, No -'or 69 Tahun 2009; Nénljldf 1\/|I.HH—
08. AH.01.01.2009;  omor . 60‘/M—DAG/PF%R/12£ 2009;
Nomor 10 Tahun 20 9 tentang Percepatan 1efa Fan

Perizinan dan Non Pe © ©+ an Untuk Memulai :Usaha;'-Jt




12. Peraturan Daerah Ko Tomohon Nomor 6JTahl!ln 2016
tentang Pembentukanidan  Susunan Perarigkat ‘Da?rah

Kota Tomohon (Lembl an Daerah Kota Torﬁohon Tjun
2016 Nomor38);

13. Peraturan Kepala Ba an Koordinasi Penanam&8f1 Mldal

Nomor 5 Tahun 201 tentang Pedoman dan .Tata Cara

Permohonan dan Non Perizinan PeTana an
Modal. t I
1,
Menetapkan PERATURAN TOMOHON TENTBRﬁ
PELIMPAHAN PENERBITAN
PENANDATANGANAN DAN NON PERIZINAN

DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEiAY~AN
PERIZINANTERPADU S~"1“U PINTU.

BABI
|
KETENTUAN~UM

Pasal 1 . |

Dalam Peraturan Walikott ini yang dimaksud deng-,
1. Daerah adalah KotaTomohon. |
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah KotaTomohon
Walikota adalah Wahk{ta Tomohon. ;
Wakil Walikotaadalah ‘WakilWalikota Tomohon. J

Sekretaris  Daerah adalah Sekretaris Daelirah Kata

woA W

Torndon.

|
1l

6. Dinas Penanaman Mbdal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu yang selanjutny~- disingkat DPMPTSBga'a”ah Dinas
Penanaman Modal ak Pelayanan "TerpadU". p~tu Pintu

KotaTomohon.

. t
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat I"D dalah
Perangkat Daerah ?'i Lingkungan Pemeriritah | Kota

Torndon. ‘

' |
8. Penyelenggaraah Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang

selanjutnya disePut pe\nye enggaraan PTSPadalaﬂ kegiatan
d

d
penyefenggaraan penzman an non perlzman yang ,roses ~




pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai

tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam sati tempat.
9. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh PelJerin ah
Kota Tomohon yan~ merupakan bukiti ! <.'gah%as,

menyatakan sah atau.diperbolehkannya seseorang axu

Badan Hukum untuk melakukan usaha at.au kegiltan
tertentu

10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang s au

pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk N

dan/atau non izin. ‘

11. Non Perizinan adalah pemberian legalitas ~epa~a o1ang

atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk tdnda
daftar, rekomendasi ata~ lainnya.

12. Prinsip pelayanan pul?lik adalah prinsip—prinsi~I p ‘kok
dalam tata laksana dan penyelenggaraan lkegiatan
pelayanan publik, yakni kesederhanaan, kejelasan dan
kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekono is,
keadilan yang merata dan ketepatan waktu; i

13. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri d~ urxur-
unsur PD terkait Ya:Dl;g mempunyai kewenangarl untuk
‘memberikan pelayanan' perizinan dan non perizinan,

14. Tim Pembina adalah Tim yang dibentuk dala!f rrgka
pembinaan, penga~a~an dan pengendalian ‘terhadap

penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.. |

15. Anggaran Pe~dapatap d~  Belanja Ip~er~ rang
selanjutnya disebut Af~D adalah Anggaran P~ndapatan
dan Belanja Daerah Kolta Tomohon.

BABU.
MAKSUD DAN TlPJUAN

Pasal 2 |
: I |
Maksud diselenggarakan PjfSP, adalah sebagai upayai

a. terwujudnya pelayanan‘ perizinan dan non perizlinan yang
cepat, efektif, eﬁsiep, transparan dan memberikan

kepastian hukum;

b. terwujudnya hak-hak rhasyarakat dan pelaku usaha untuk J 5




mendapatkan  pelayanan di bidang perizinan dan . |on

perizinan. !

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan PTSP adalah untuk meningkatkan

kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan dleh

Pemerintah Daerah.

(1)

(2)

(3)

)

BAB III
PELIMPAHAN KEWEtNANGAN

Pasal 4
Walikota melimpahkan kewenangan di bidang perizinan

dan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP.

Berdasarkan pelimpahan  kewenangan  seba;g4ana
dimaksud pada ayat (1) Kepala DPMPTSPb~rwenang
memproses  p elayanan  administrasii, menandh angaru
dokumen menerbitkan dan/ atau menetapkan dokumen
perizinan dan non perizinan serta menangani pengaduan
masyarakat. T
Penandatanganan dokumen sebagaimana dimak~:Udyada
.ayat (2) dilakukan atas nama Walikota. | ~
Dalam hal perizinan dan non perizinan yang berfiasarkan
peraturan  perundang-undangan ditandatangani oleh
Walikota,maka penan~atanganan dokumen periiinan dan
non perizinan tetap menjadi kewenangan Walikota'.
Jenis-jenis perizinan dan non perizinan dlmaksud Pada

ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran J eraturan

Walikota ini.

Pasal f?

Dalam melaksanakan ke\‘Nenangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4, Kepala DPMST SPberkewajiban untuk

a.
b.

memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanap publik;
menetapkan mekanisme perizinan dan non perizlnan,
mulai dari . permohonan sampai dengan penyer?han 1Zin

kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berl | ; 4




4)

~N

menetapkan persyaratan ‘adminibtrasi |
perizinan dan non pe - an;

menyampaikan kepada instansi terkaib" tas
penzman dan non pe ., . an yang clikeluar kan/diiter 1fan;
dan \

!
membuat laporan | pelaksanaan penyelel ﬁqrjan
|J 5

a~nistrasi  pelayan, perizinan secara tertulis
(tiga)bulan kepada W  ota. j

|
PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan ke enangan, DPMPTSPdibantu oleh

Tim Teknis. |

a diip.~sud pada ayat (1) tefdiri
gkat daerah yang mempunyai
kewenangan bidang pe yanan perizinan. |
Tim Teknis sebagairﬁ a dimaksud pada ayat (b teldiri
dari pejabat dari PD t rkait yang mempunyai kompefensi
dan kemampuan sesu | dengan bidangnyadan djtetaikan
dengan Keputusan W - ota. |
Tim Teknis sebagaim dimaksud pada ayat (3) ;mer
kewenangan untuk me 'berikan saran pertimbangan dram
rangka memberikan re omendasi mengenai ditedma atau

onan perizinan.

Pasal+

DPMPTSP dalam mel sanakan tugasnya,. beéed man

pada Standar Pelay an Publik (SPP) dan | stahdar
Operasional Prosedur (SbP).

(2) Standar Pelayanan Pu lik (SPP)dan Standar Operasional

Prosedur (SOP) sebag ' ana dimaksud pada jayai ()
ditetapkan dengan Kep tusan Kepala DPMPTSP. QM




/Il

BAB |

(1) Apabila pelayanan pe ‘- an oleh DPMPTSI;tidak sefuai

dengan ketentuan per tu.ran perﬁndang—undangaﬁ, maka

pemohon dapat menyll paikan pengaduan kepad~ Kebala
DPMPTSP. b

(2} Pengaduan sebagaim a dimaksud pada ,a~at (1},
dilakukan secara lis]. :dan/ atau tertulis ~eJall~ media
yang disediakan. | oo 13

(3) Pengaduan yang harus ditangglfpi dan
ditindaklanjuti oleh K pala DPMPTSP, paling lkmbat 7

(tujuh) hari kerja sejak iterimanya pengaduan. |

PEMBINAAN, PENGAWA ~' MONITORING
DANEV ASI

(1) Pembinaan dan penga asan terhadap pelaksanalm teknis

perizinan dan non pe ' © an yang telah diterbitkk secara

fungsional tetap 'menj di kewenangan PD sesur bil' ang
danjenis perizinan dan non perizinan masing'."masFg.

(2) Pembinaan dan pen awasan secara administrasi di

DPMPTSHilakukan ol h Kepala DPMPTSP.

(3) Masing-masing PD m lakukan monitoring dan evaluasi
terhadap perizman d non pertzman yang djter bjtkan

melalui DPMPTSPsesu ‘- dengan kewenangann~a.

-
Ty

Terhadap pelaksanaan pe '.: an dan non perizinan y;ai:ig tidak

~

. , . ‘
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan qike~

sanksi sesuai ketentuan pe ndang-undangan yang blerl~. Ji.




Diundangkan di Tomohon
pada tanggal

TOMOHON,

HAROLD V. LOLOWANG

BERITA DAERAH KOTATOMOHON TAHur-2017 NOMOR 54 ;

\

[ |
BAB tl

KETENTUAN | ENUTUP

Pasal 1

(1) Perizinan dan non pe ' * an yang telah ~terb~tka.n[sebelum
ditetapkan Peraturan - alikota ini dinyatakan tetaT ber~aku

(2) Dengan ditetapkan |Peraturan Walikotal ini, ' maka
dan

sampai dengan habis jasa berlakunya.
pembenan pe1ayanan penziman non p'en’iman yang
dikelola/ diberikan oleh PD terkait beralih dan.ata] mehjadi

kewenangan DPMPTSP, |f
|

Pasalt? |

Peraturan  Walikota ini mulai berlaku pada | 1'tlgggal
diundangkan. | oo

Agar  setiap orang mengeta hur'nya, n:1 e~4pntahk an
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan :~enJ~pannya

dalam Berita,Daerah Kota omohon..,

Ditetapkan di’Tome’\lTn ‘
padatanggal [0’ alF 2011
TOMOHON

N

JDIEEMAN

PARAF'KOORDIN-~SI
10, Janual"L. 2017 WA~LWALIKOTATOMOHAN
SEKRETARIS DAERAH KOTA a |
/ SEKRETARIS bAERAH
ASISTEN UMUM
INSPEKTUR KOTA

AGHUKUM

\
KADIS PMD DAN PI'SP
|

Sor




LAMPIRAN PERATURAN W.

' NOMOR 3 TAHUN 20 7

TANGGAL .1 (.2017

TENTANG : PELIMPAHAN PENERfBITAN DAN
PENANDATANG PERIZINAN DA})'I' NON
PERIZINAN DALAM RANGKA
PENYELENGGt . PELAYANAN Tl‘ERPA'xDU
SATUPINTU.

JENI~-JENIS PERIZINAN ~AN NON PERIZINAN

PELAYANAN TERP~ SATU _PINTU_
|

~1i

No JENIS PE\|N",..NAN i, : ,
1. |Surat lzin Usaha Perdagangan (Slu;~).
). |1zin Usaha Industri (TUT). I, |
3. |Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradlsional (IUPPT). |
4, |Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IU~P). |
5. |Izin Usaha Tako Modern (IUTM).
6. |Surat Izin Tanda Usaha Minuman ]‘_%eralkohol (SITU-MB).
7. |lzin Mendirikan Bangunan (IMB).
8. Su.rat Izin Praktek Dokter Umum/~‘okter Gigi.
9. | Surat Izin Kerja Bidan. |
10. | Surat Izin Kerja Perawat. J\
11. | Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)ISurat lzin Kerja Apoteker (SIKA).
12. [ Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefrasian.
13. | Surat Izin Praktek Dokter Spesialisf
14. | Surat Izin Kerja Fisioterapis (Sil{F) ¢
15. | Surat Izin Penyelenggaraan Op-~.
16. | Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)|
17. | 1zin Gangguan /HO. l[
18. | Izin Penyelenggaraan Bangunan RlJklam.e.
19. | Izin mempekerjakan tenaga asing ((MTA).
20" | 12in Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
Vi .‘
NO. NON PE!|..,,usAN |
Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TT:UP). i
2. Rekomendasi Pendirian Menara Te ekomunikasi.

I

Sertifika.t Produksi Pangan Industr. Rumah Tangga (SPP-'IRT).1
NNNNNN F—— v~~~




- |’ KABAG HUKUM

Rekomendasi 1zin Lingkungan.

Tanda Daftar Gudang (TDG).
Tanda Daftar Industri (TDI).

Kartu Pencari Kerja.

O 0 NI & »n B

Rekomendasi untuk mendirikan

Kerja Indonesia Swasta.

PARAF KOORDINASI

WAKILWALIKOTATOMOHON =

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN UMUM

INSPEKTUR KOTA < /

'
KADIS PMD DAN PfSP 1 1 "
\

Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

itantor cabang pelaks~a Tena a

| |

L.10.~l.standat tempatpenampungan cal+?nTenagaKell-alndon esia..~"l-+

‘ |
TOMOHON,

~J

‘

IEEMAN




